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BAB III 

PENUTUP 
 

A. KESIMPULAN 
 

Dari pembahasan terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air 

PDAM Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun dapat disimpulkan bahwa dalam 

kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap konsumen air PDAM, PDAM harus 

memberikan jaminan atas hak-hak konsumen yang sudah tercantum dalam Undang-

Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya hak atas 

kenyamanan konsumen terhadap air di PDAM Tirta Dharma Purabaya Kabupaten 

Madiun. Permasalahan yang terjadi antara konsumen dan PDAM ini terjadi karena 

tidak terpenuhinya hak-hak konusmen untuk mendapatkan pasokan air bersih yang 

lancar yang seharusnya dipenuhi oleh PDAM, hal ini dapat diselesaikan melalui 

pendekatan hukum perdata untuk mendapatkan ganti rugi maupun peradilan dengan 

mengajukan gugatan kepada PDAM. Sedangkan penyelesaian menurut hukum 

administrasi melalui upaya pengaduan ke PDAM dan banding administrasi melalui 

pemerintah setempat dan dapat diajukan juga kepada Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen.  

 

B. SARAN 

 

 Berdasarkan penelitian dan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, maka 

saran yang dapat penulis berikan yaitu : 
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a. Hendaknya konsumen juga memiliki pengetahuan lebih terkait peraturan – 

peraturan yang berlaku guna untuk memperjuangkan haknya sebagai konsumen 

agar tidak mudah ditipu oleh pelaku usaha dan konsumen juga harus lebih kritis 

dalam menghadapi kasus mengenai kecurangan yang dilakukan oleh pelaku 

usaha terhadap konsumen itu sendiri.  

b. Hendaknya pelaku usaha mengerti dan menaati setiap peraturan yang relevan, 

mengetaui pengaturan pelaku usaha yang dibuat oleh pemerintah dan 

mengedepankan kesejahteraan konsumennya.  

c. Hendaknya pemerintah selaku wakil dari masyarakat yang tujuannya untuk 

mengayomi, melindungi serta mensejahterakan rakyatnya dapat lebih 

memperhatikan terkait fungsi dari Undang – Undang Perlindungan Konsumen 

dan dapat lebih memperhatikan pelaku usaha yang di bawahinnya langsung 

seperti PDAM ini yang langsung di bawahi oleh yang di harapkan pemerintah 

dapat lebih mudah melakukan kontrol terhadap kinerja dari PDAM yang di sini 

disebut sebagai pelaku usaha.  
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